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1. Pendahuluan 

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan 

pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi 

ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara, bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum, 

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/ 

1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman 

modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan 

bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, bahwa untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi 

Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi 

menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri, bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian 

global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu 

diciptakan iklim penanaman  modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian 

hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, 

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 1l Tahun 1970 tentang 

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya 

di bidang penanaman modal, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Penanaman Modal. 

 

2. Dasar Hukum (Aturan yang Terkait) 

Pasal 4 ayat (I), Pasal 5 ayat (I), Pasal 18 ayat (I), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

3. Isi Ringkasan 

Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara 

lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, 

bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta 

keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan 

dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, 



menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta 

fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, 

penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang 

penyelesaian sengketa. 

4. Lampiran 

 Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada 26 April 2007. 

 Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724. 

 Undang-undang (UU) ini terdiri dari 43 halaman. 

 

 


